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ABSTRAK Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Th 2012 menyatakan bahwa penitipan 

ganti kerugian uang di Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum menimbulkan akibat alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) dinyatakan tidak 

berlaku. Tidak berlakunya alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) sebagaimana akibat 

hukum dari penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri, hal itu bertentangan dengan 

asas contrarius actus, yakni Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang 

membatalkan sertipikat hak. Pejabat yang mempunyai wewenang membatalkan 

sertipikat hak yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.  

 

Akibat hukum penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri yaitu hak atas tanah 

dinyatakan menjadi hapus, dan tanahnya dikembalikan menjadi tanah negar, dimana 

merupakan pengambilan tanah hak secara paksa oleh Pelaksana Pengadaan Tanah 

dengan dalih yaitu untuk kepentingan umum. Perolehan tanah dalam pengadaan tanah 

yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan menitipkan ganti kerugian di 

Pengadilan Negeri d  
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